SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 162 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

£

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008,
telah diatur mengenai penatausahaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,;

bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturaii Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 129
Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman- Penatausahaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangén
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahari Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
lbuko_ta Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. J
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. Pejabat Pengelola. Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

. Satuan Kerija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD

adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur urituk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan UKPD yang selanjutnya disebut
PPK-UKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
Keuangan pada UKPD. '

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disebut
PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada PPKD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendakfmara Pengeluaran PPKD adalah setiap orang yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka
APBD pada PPKD. gka pelaksanaan

Bandahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Penerimaan PPKD adalah setiap orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada PPKD.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah setiap orang yang

ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada UKPD dalam SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang
ditunjuk menyimpan, menyetorkan, menalausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada UKPD dalam SKPD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran. A

Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang selanjutnya disebut RKA-
UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD yang selanjutnya disebut
DPA-UKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja

setiap UKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-
PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
anggaran program dan Kegiatan serta pembiayaan PPKD yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut
DPA-PPKD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja

serta pembiayaan pada PPKD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh PPKD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
gdalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
Jawab atas Pelaksana Kegiatan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
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Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP -adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembaniu untuk permintaan pengganti
uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD/UKPD/PPKD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan wakitu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna ‘Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D
atas pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD/UKPD/PPKD kepada pihak ketiga,
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rat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

43. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap
dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan
kriteria yang berlaku.

BAB Il
SARANA PENATAUSAHAAN
Pasal 2

(1) Saranahanatausahaan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan
daerah, terdiri dari :

a

b

C.
d.

e.

. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kuasa BUD;

. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan;
Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;

Surat Ketetapan Pajak Daerabh;

Surat Ketetapan Retribusi;

. Surat Tanda Setoran;

. Register Surat Tanda Setoran;

. Tanda Bukti Pembayaran;

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ
Pendapatan-Administratif);

. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ
Pendapatan-Fungsional);

SPD:

m.SPP-UP;

. SPP-GU;
. SPP-TU:;

- Surat Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan/Tunjangan
gne;]ah Daerah atau SPP-Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja
aerah;

. SPP-LS Barang Jasa;

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran Pembia
Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan atau SPP-LS Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga,

Pengeluaran Pembiayaan, Pengembalian Penerimaan Tahun
Berjalan:

. Surat Permohonan Tambahan Uang;

Surat Persetujuan/Penolakan Tambahan Uang
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. Kartu Kendali Kegiatan;
. Buku Kas Umum;
. Buku Pembantu Simpanan/Bank;

. Buku Pembantu kas Tunai;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Rincian Obyek Belanja;

Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran;
Register SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD;
SPM;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab-UP/GU;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab-TU;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab-LS;

Surat Penolakan Penerbitan SPM;

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM;

SP2D;

Register SPM/SP2D Kuasa BUD;

Surat Penolakan Penerbitan SP2D;

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D;

Nota Pencairan Dana (NPD);

Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Tambahan Uang;

Surat Persetujuan/Penoclakan Perpanjangan Waktu Tambahan
Uang:

Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;
Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);

Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

Register Penutupan Kas;

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
Belanja-Administratif);

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
Belanja-Fungsional);
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ay. Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan

az. Tanda terima penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

kepada PPKD.

(2) Fcrmat sarana penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

BAB lli
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
Pasal 3

(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu waijib
menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan :

a. buku penerimaan dan penyetoran bendzhara penerimaan;
b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

(3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan :

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
b. surat ketetapan retribusi (SKR);

c. surat tanda setoran (STS);

d. register surat tanda setoran;

e. tanda bukti pembayaran; dan

f. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada
SKPD/UKPD/PPKD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD melalui PPK-
SKPD/UKPD/PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada
SKP[}!UKF’D!PPKD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan i i
sebagaimana dimaks
pada ayat {4) dan ayat (5) dilampiri dengar, : 9 e

a. buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan;
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b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu pada SKPD/UKPD/PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 4

(1) Bendahara Penerimaaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

(2) Bendahara Penerimaaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran
dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada BUD.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PEMGELUARAN
Bagian Kesatu
Penyediaan Dana
Pasal 5
(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang dimuat dalam DPA/DPPA-SKPD/UKPD/PPKD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua
Permintaan Pembayaran
Pasal 6

(1) Berdasaikan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
-a. SPP-UP;
b. SPP-GU;
c. SPP-TU; dan
d. SPP-LS.
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Pasal 7

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam rangka pengisian
uang persediaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SPP-UP;

b, salinan SPD; dan

¢. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 8

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam rangka ganti uang
persediaan.

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SPP-GU;

b. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UF/GU/TU sebelumnya;

c. salinan SPD; dan
d. lampiran lain yang diperlukan.

Peruntukkan pengeluaran belanja yang diperbolehkan untuk SPP-UP
dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hatas jumlah penetapan besaran
SPP-UP dan pengisian kembali (revolving) SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 9

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/

PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD daiam rangka tambahan
uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SPP-TU:

b. salinan SPD: dan

C. lampiran yang diperlukan.
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Lampiran yang diperlukan sebagaimana dimsksud pada ayat (2)
huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)
digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengeluaran Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada SKPD/UKPD/PPKD.

(1)

(3)

Pasal 11

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu guna memperoleh persetujuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD melalui
PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-LS;

b. salinan SPD; dan

c. lampiran SPP-LS. |

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ mencakup :

a. pembayaran gaji induk;

b. gaji susulan;

c. kekurangan gaji;

d. gaijiterusan;

e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/
gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas:

f. SK CPNS;

g. SKPNS;

h. 8K kenaikan pangkat;

I. SK jabatan:

|- kenaikan gaji berkala;

K. surat pernyataan pelantikan:

I surat pernyataan masih menduduki jabatan;

M. surat pernyataan melaksanakan tugas;

n. daftar keluarga (KP4);



4)

(1)

(3)

12

o. fotokopi surat nikah;

p. fotokopi akte kelahiran;

g. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
r. daftar potongan sewa rumah dinas;

s. surat katerangan masih sekolah/kuliah;

t. surat pindah;

u. surat kematian;

v. SSP PPh Pasal 21; dan

w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan
dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil
Gubernur.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengajuan permintaan
pembayaran.

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. SPP-LS; dan
b. lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup :

a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

d.  surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta
mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
f.  berita acara serah terima barang dan jasa:
g. Dberita acara pembayaran;

h.  kwitansi bermeterai, nota/faktur yang di i pi
. , g ditandatangani pihak
ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Angngan!
Kuasa Pengguna Anggaran;
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i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

I dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri;

k. Dberita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa;

l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPTK yang diketahui dan ditandatangani oleh PA/KPA
apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kernajuan/penyelesaian pekerjaan;

0. potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan); dan

p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara
prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran
dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukannya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengembalikan dokumen SPP-
LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD setelah ditandatangani
oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Pasal 13

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-
LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat

perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD/UKPD/PPKD
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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SPP-UP/GU/TU sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran pengeluaran lainnya yang bukaa untuk pihak ketiga.

Pasal 14

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran
permintaan pembayaran mencakup :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu simpanaﬁ.’bank:
c. buku pembantu kas tunai

d. buku pembantu pajak;

e. buku pembantu panjar;

f. buku rincian obyek belanja; dan
g. register SPP/SPM/SP2D.

Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran
untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD dalam
menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP/SPM/SP2D
PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Pasal 15

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD meneliti
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD/UKPD/PPKD
mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

untuk dilengkapi.
Bagian Ketiga
Perintah Membayar
Pasal 16

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD menerbitkan SPM.

Dalam h_al dokumgn SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD menolak menerbitkan SPM.
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(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD
berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 17

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan
dinyatakan lengkap dokumen pengajuan SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP.

Pasal 18

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 18

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD dalam menatausahakan penerbitan
perintah membayar mencakup : :

a. register SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD;
b. surat penolakan penerbitan SPM; dan
c. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan penerbitan perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD.

Bagian Keempat
Pencairan Dana
Pasal 20

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD agar pengeluaran
yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung jawab UP Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pernyataan tanggung jawab UP/GU Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD;

b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
periode sebelumnya:
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c. rekapitulasi atas penyetoran PPN/PPh yang ditandatangani
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
diketahui serta ditandatangani oleh PA/KPA; dan

d. Tanda terima penyampaian [aporan penanggungiawaban fungsional
kepada PPKD bulan sebelumnya.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung jawab TU Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD.

(6) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D antara lain
berupa surat pernyataan tanggung jawab LS Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD; dan

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran

tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan
SP2D.

(8) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat’
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SP20.

Pasal 21

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6)
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan
dinyatakan lengkap dokumen pengajuan SPM.

(2) Penoiakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM.

Pasal 22

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan
kepada Pengguna Anggaran/kuasa penggguna anggaran/PPKD.

(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pinak ketiga/penerima.

Pasal 23

Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D

mencakup :

a. register SPM/SP2D Kuasa BUD;

b. surat penolakan penerbitan SP2D:

C. register surat penolakan penerbitan SP2D: dan

d. buku kas penerimaan dan pengeluaran Kuasa BUD.
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Bagian Kelima

Permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) dan
Pertanggungjawaban Panjar

Pasal 24

(1) PPTK dalam rangka pelaksanaan Kkegiatan dapat melakukan
permintaan nota pencairan dana (NPD) sebagai uang muka kerja
atau panjar kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban atas penerimaan uang
muka kerja atau panjar yang telah diterima dengan menyertakan
bukti-bukti pengeluaran yang sah.

(3) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya panjar.

(4) Kelengkapan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam rangka pertangunggjawaban atas uang muka kerja
atau panjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 25

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
administratif wajib mempertanggungjawaokan penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada
kepala SKPD/UKPD/PPKD melalui PPK-SKPD/UKPD/PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran meliputi :

a. {ggster penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
J);

b. Eggjger pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

C. E,éxlr;a:;:) penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ); dan :

e. register penutupan kas.
(3) Efﬂﬁmangoﬁgﬂtilﬂgﬁ"gjawgbka" pengelqlaan uang perseqiaan.
etk }gﬁqu{;%iﬁban yang disampaikan sebagaimana
a. buku kas umum;

b. buku pembantu simpanan/bank;

c. buku pembantu kas tunai



(4)

)

(6)

(7)
®)

©)

(10)

(11)

18

d. buku pembantu pajak;
e. buku pembantu panjar,
f. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

g. bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek belanja yang sebagaimana tercantum yang dalam
dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

h. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;
i. register penutupan kas; dan.
j. rekening koran.

Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulannya dengan sepengetahuan
dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
PPKD.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah sesuai, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
PPKD menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur.

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember.

Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti

pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung
kepada pihak ketiga.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD/UKPD/PPKD waijib mempertanggungjawabkan secara fungsional
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan |aporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaranr oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
ayat (9), terdiri dari :

a. Buku Kas Umum:
b. Buku Pembantu Pajak;

c. Buku Pembantu Panjar;

d. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
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e. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
Belanja-Fungsional); dan

f. Rekening Koran.

Pasal 26

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKPD/UKPD/PPKD berkewajiban :

a. meneliti xelengkapan dokumen laporan per[anggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas.pengeluaran per rincian obyek
yang tercantum dalam ringkasan per rincian ocbyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan
periode sebelumnya.

Pasal 27

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu paling kurang 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

(2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 28

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Dalam rangka pengisian dokumen untuk penatausahaan APBD dapat

menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya,
dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB V

VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu
1 ' Umum
Pasal 30

Verifikasi dilakukan terhadap seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran
Daerah.

Pasal 31
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup aspek :
a. ketersediaan dana;
b. ketepatan tujuan pengeluaran;
c. kebenaran pembebanan anggaran;
d. kebenaran tagihan;
e. kelengkapan dokumen;dan

f. kebenaran penatausahaan.

Pasal 32

(1) Verifikasi berdasarkan aspek Ketersediaan dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan mengecek
dokumen pengeluaran dengan dana tersedia dalam DPA-SKPD.

(2) Verifikasi berdasarkan aspek ketepatan tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan:

a. mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen
pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD;

b. mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen
pengeluaran dengan yang tercantum dalam kontrak/Surat Perintah
Kerja (SPK);

c. mengecek kesesuaian volume, jenis pekerjaan dan barang/jasa

dalam dokumen pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA-
SKPD. '

(3) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran pembebanan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢ dilakukan dengan
menguji apakah pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran
sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD.

(4) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud
dalanl'l‘F’asal 31 huruf d dilakukan dengan meneliti kebenaran
pengisian, perhitungan dan prosedur pengadaan barang/jasa dari
dokumen pengeluaran, persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur
pengadaan, perhitungan dan pengenaan pajak.
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Verifikasi berdasarkan aspek kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dllakukan dengan meneliti kelengkapan
dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti
penerimaan/pengeluaran yang dilampirkan, termasuk SPP untuk
penerbitan SPM maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan
disampaikan ke BUD untuk penerbitan SP2D oleh BUD.

Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran penatausahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan dengan mengecek
kebenaran pencatatan. dalam buku-buku yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti penerimaan/
pengeluaran yang sah dan lengkap.
Bagian Kedua
Penerimaan Daerah
Paragraf 1

Verifikasi oleh Bendahara Penerimaan

Pasal 33

Verifikasi penerimaan daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan,
PPK-SKPD/UKPD, dan PPKD.

(1)

(2)

(3)

(5)

(G)

Pasal 34

Verifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah verifikasi
atas dokumen pertanggungjawaban Bendahzara Penerimaan Pembantu
pada SKPD, yang disampaikan paling lama setiap tanggal 5 bulan
berikutnya.

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah buku penerimaan dan penyetoran yang telah dilakukan
penutupan pada akhir bulan beserta register Surat Tanda Setoran, dan
fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti penerimaan yang sabh.

Dalam hal verifikasi ssbagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak sesuai, maka
Bendahara Penerimaan mengembalikan dokumen pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu disertal Surat Penolakan
Pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Penolakan pertapggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggurgjawaban.

Dalam hal verifikasi sebagaiman dimaksud pada a'yat (1) telah sesuai
maka Bendahara Penerimaan membenkan Surat Pengasaharlt
Pertangungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan menjadikan
dokumgn pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
sebagai bagian dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.

F’eggesahan per{anggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
j::a| a ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.



(7)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
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Surat Penclakan Pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan
Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Verifikasi oleh PPK-SKPD/UKPD

Pasal 35

Verifikasi penerimaan daerah yang dilakuian oleh PPK-SKPD/UKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah verifikasi atas
dokumen pertanggungjawaban administratif Bendahara Penerimaan
poada SKPD atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPD,
yang disampaikan paling larna setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup : _

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;

b. Register Surat Tanda Setoran;

c. Salinan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah yang
telah diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai,
maka PPK-SKPD/UKPD mengembalikan dokuman pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan pada SKPD atau Bendahara Penerimaan
Pembantu pada UKPD disertai surat penolakan pertangungjawaban
penerimaan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Penolakan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani
Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan
pada SKPD atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPD
sebagai bentuk pengesahan.

Pengesahan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitu ng sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.

Paragraf 3
Verifikasi oleh PPKD
Pasal 36

Vgnﬂkasi Penerimaan daerah yang dilakukan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 adalah verifikasi atas dokumen
pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan pada SKPD
atap Bendahara Penerimaan Pembartu pada UKPD, yang disampaikan
paling lama setiap tanggai 10 bulan berikutnya.,
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(2) Dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Pertanggungjawaban
Fungsional yang telah dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;

b. Register Surat Tanda Setoran; dan

c. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu pada
SKPD.

(3) Dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
pada UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang telah dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan yang
telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; dan

b. Register Surat Tanda Setoran.

(4) Verifikasi atas laporan bendahara penerimaan pada SKPD atau
Bendahara Perierimaan Pembantu pada UKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Bagian Kedua
Pengeluaran Daerah
Paragraf 1
Verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran
Pasal 37

Verifikasi terhadap pengeluaran daerah dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dan PPK-SKPD/UKPD.

Pasal 38

(1) Verifikasi ‘pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah verifikasi
atas dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Pambantu pada SKPD,
yang disampaikan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai,
maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai
Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ).

(3) Penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
maka Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan menjadikan
dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai bagian dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
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(6) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Verifikasi oleh PPK-SKPD/UKPD
Pasal 39

(1) Verifikasi Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah verifikasi -atas
dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UKPD, yang disampaikan
paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai,
maka PPK-SKPD/UKPD mengembalikan dokumen pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada UKPD disertai surat penolakan laporan pertangungjawaban
pengeluaran (SPJ) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
maka PA/KPA menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) sebagai bentuk pengesahan.

(6) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Gubernur Nomor 83
Tahun 2010 tentang Verifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
JOKO WIDODO

c.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
' IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2013 NOMOR 51039
o _Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA'BIRO: HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
?R@VI VINSI Df.ERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

'\IJ oA LA
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Lampiran| : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

162 TAHUN 2013
20 Desember 2013

Nomaor
Tanggal

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KUASA BUD

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

SURAT TANDA SETORAN

REGISTER SURAT TANDA SETORAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SPJ
PENDAFATAN-ADMINISTRATIF)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SPJ
PENDAPATAN-FUNGSIONAL)

SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ATAU SPP-UP

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAU
SPP-GU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAU
SPP-TU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN/TUNJANGAN
KINERJA DAERAH ATAU SPP-GAJI DAN TUNJANGAN/TUNJANGAN KINERJA
DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA ATAU
SPP-LS-BARANG JASA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN . KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA, PENGELUARAN
PEMBIAYAAN, PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN BERJALAN ATAU
SPP-LS HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK

TERDUGA, PENGELUARAN PEMBIAYAAN, PENGEMBALIAN PENERIMAAN
TAHUN BERJALAN

SURAT PERMOHONAN TAMBAHAN UANG

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN TAMBAHAN UANG
KARTU KENDALI KEGIATAN

BUKU KAS UMUM

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU PEMBANTU PANJAR

. BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
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FORM 36
FORM 37
FORM 38
FORM 39
FORM 40
FORM 41
FORM 42

FORM 43

FORM 44
FORM 45
FORM 46

FORM 47
FORM 48
FORM 49

FORM 50

FORM 51
FORM 52

REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA PENGELUARAN
REGISTER SPP/SPM/SP2D PPK-SKPD/UKPD/PPKD
SURAT PERINTAH MEMBAYAR ATAU SPM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-UP/GU

: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-TU
: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB-LS
. SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAU SP2D

REGISTER SPM/SP2D KUASA BUD

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAHAN UANG

: SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAHAN

UANG

REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
(SPJ)

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELUARAN

: SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNG.AWABAN (SPJ)

REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
(SPJ)

REGISTER PENUTUPAN KAS
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA- ADMINISTRATIF)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ
BELANJA-FUNGSIONAL)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU KEPADA PPKD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KUASA BUD

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

FORM

KUASA BUD
Halaman...........
. . Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Nomor Urut Tanggal Kode Rekening Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7=5-6
Jumlah
svvenay 1ANGEAL L
uasa Bendahara Umum
Daerah
(tanda tangan)

Cara Penqisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan nomor tanggal transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan uraian kode rekening
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan jumlah saldo



FORI
EN NERIMAA '

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD/UKPDISKPKD 7 1)
Periode :2)
Bendahara Penerimaan/Bendahara : 3)
Penerimaan Pembantu
SKPD/UKPD/PPKD ? -
No:Urut Penerimaan Penyatoran
’ Tanggal | Nomor Buktl | Cara Pembayaran | Koda Rekening | Uralan | Jumlah Tal. No. STS | No. Validasi| Jumlah | K¢
] 2 3 4 5 & 7 8 8 10 1
Jumlah Jumiah
Jumlah Penerimaan RS A S AR ST
Jumiah yang disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Pensrimaar:......ccuueusmmsvessessnsssennenes
Terdiri dari :
a, Tunal Rp.
b.SaldoBank  Rp.
R PP SR 1 [ 1.1 | | [ PCe e
Mengetahui,
PAIKPAIPPKD *)
. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPDIPPKD *)
(tanda tangan) ({tanda tangan)
{namg lengkap) (nama lengkap)
NIP., NIP.
* Coret yang tidak pertu

1) biisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD yang barsangkutan

2) olisi dengan periode

3) oilsi dengan nama Bendahara Panerimaan/Bandahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD/PPKD

Kolom 1 dilsi dengan nomer urut '

Kolom 2 diis| dengan tanggal penerimaan

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penarimaan

Kolom 4 diis| dengan cara pembayaran: malalul kas bendahara penerimaan, bank, atau malalul kas umum daerah

Kolom 5 dilsi dengan detall kode rekening pandapatan asli dasrah

Kolom 6 diisi dengan uralan pendapatan sesual dengan kode iekening

Kolom 7 diisl dengan Jumlah pendupatan asil daerah

Kaolom € dilsl dengan tanggal penyatoran

Kalom 8 diisl dengan Nomor STS

Kalom 10 dilsi dengan jumlah uang yang disstor

Kolom 11 diisl dengan Ksterangan Jika dipariukan

Jumiah penerimaan diisi dangan total jumlah pandaputan selama 1 bulan®

Jumiah diselorkan adalah jumlah total penyslcran pendapatan selama 1 bulan®

Saldo Kas di Bendahara Panerimaan dilsi desgan sisa kas yang masih di pegang oleh bandahara panerimasa baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, alaupuniainny
Kalom tanda tangan ditandatangani cleh Bendahara Penerimaan/BandaharaPenerimaan Pembantu dan PA/KPAIPPKD disartsi nama jalas®



FORM 3
BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

SKPD/UKPD/PPKD *) 1)
Kode Rekening 12)
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran ) P o
Tahun Anggaran 4)
Halaman : ............
Nomor | No. Buku Penerimaan Nomor STS & Bukti Jumlah
Urut & Penyetoran Tanggal Setor Penerimaan l.ainnya (Rp)
1 2 3 4 5
Jumlah Bulan Ini
Jumlah s.d. Bulan Lalu
Jumlah s.d. Bulan ini
, tanggal .........
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
PA/KPA/PPKD *) Pembantu *)
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) T
NIP. o

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :
1) diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

2) diisi dengan nomor Kode Rekening SKPD/UKPD/PPKD yang bersangkutan.
3) diisi dengan jumlah anggaran.

4) diisi dengan Tahun Anggaran yang berjalan.

Kolom 1 diisi dengan nomer urut.

Kolom 2 diisi dengan Nomor Buku Penerimaan dan Penyetoran.

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan Lainnya.

Kolom 5 disi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.



| (
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN \r) k\) FOFRM 4

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

SKPD/UKPD/PPKD
PA/KPA/PPKD
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu
Halaman: ............
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH
(Rp) (Rp) (Rp)
Nomor - . Wi
Urut anggal | No.Bukti | Kode dan Nama Kode dan Nama Kode dan Nama | Kode dan Nama
Kode Rekening - Rp Kode Rekening - Rp Kode Rekening - | Kode Rekening -
Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek Rincian Obyek
1 2 3 4 ) 6 7 8 9
Jumlah
vesorunssserey TEANGGAL..oo0een
Mengetahui,
PAJKPAIPPKD *) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu *)
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. f(nagma lengkap)
*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

Kolom 3 diisi dengan Nomor Bukti penerimaan antara lain berupa

L slae vdemaleaa cacaioo i,

B _ R A = T . -~



FORM 5

Penetapan jumliah SKP-Daerah didasarkan pada nota pernitungan sebagal dasar penelapan pajak,

SKP-DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PEMERINTAH PROV, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. URUT :
DKI JAKARTA (SKP-DAERAH)
MASA ! .ccssinmimemin
TAHUN
NANMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
TANGGAL JATUH TEMPO
NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksl : a, Bunga
b, Kenalkan
Jumizh Keseluruhan
MBI DM 3o s ikt imssi b wrssminsn smeins e s A A i 688 BB £ 85888 SRR B 4 S ABARE A A RS
|PERHATIAN :
1. Harap panyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ...........eeeuiemeens
2 Apabila SKPD inl tidak atau kurang dibayar lewat paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal
Jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
et IEENICE OO BT s vy w4 N S AR TR TSR S LT
NO. URUT :
o
NAMA e B coone BNGGAL wociiionnee
VIO i NS s e :
NPWWEDE vt e i ke Yang menorima,
’ {tanda tangan)
{nama lengkap)
*) Coret yang tidak periu
Catatan :



FORM 6

SKR
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
PEMERINTAH PROV. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI NO. URUT :
DKI JAKARTA (SKR)
MASA
TAHUN
NAMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR)
TANGGAL JATUH TEMPO
NQ. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
]
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
Jumlah Sanksl :a. Bunga
b. Kenaikan
|Jumiah Keseluruhan
Y U - s s M S e e e B
EERHATIAN ;
1. Harap penyeloran dilakukan pada Bank / Kanlor Pos/ Bendahara Penerimaan .......oe.vseeeesernsens
2 Apabila SKR Inl tidak alau kurang dibayar lewat paling lama ......... hari setelah SKR diterima atau (tanggal
|atuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar ..............% per bulan,
............... ; tanggal
PAJKPA
(tanda tangan)
{pama lengkap)
NIP.
NO. URUT :
TANDA TERIMA
............... , langgal’
Yang menerima,
(tanda tangan)
{nama lengkap)
*) Coret yang tidak periu
Catatan :

Untuk Retribusl sepert Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan sejenis lainnya, format SKR
Oapal berupa karcls dan bentuk lainnya sebagal alat bukti penarikan.



FORM 7

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS NO. viinimsainsninnaninn Bank 2 iR e
No. Rekening
-SKPD/UKFD

Harap diterima Uang S8DOSAT P i cimmiareeisassessasssssessesssssnssssns sasssnsssnsss sassnsin

(dengan huruf) TN e e e s aa s SR e S A TR T T e e )

Dengan rincian penerimaan/pendapatan atau pengembalian sisa UP/GU/TU sebagal berikut:

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumiah (Rp)
1 2 3 4
Jumlah

Uang tersebut diterima pada tanggal ......cc.cceeieene

Mengelahul,
PA/KPAIPPKD *) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Fembantu atau
Bendahara Pengeluaran/Bencahara Pengeluaran Pembantu *)
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Nfigma lengkap)
*) Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian :

Kolom 1 d!isi dengan nomor urut

Kolom 2 d!!si dangan kode reksning setlap rincian obyak penerimaan/pendapatan jika d'gunakan untuk menyetor panerimaan/pendapatan,

Kolom 2 ﬁ!!s_{ dengan kode r&kan!ng 1.1.01.03.01 (Kas di Bendahara Pengeluaran) jika digunakan untuk menyetor sisa UP/GU.

Kolom 2 diisi dengan kode rekening belanja berkenaan dengan Tambahan Uang (TU) Jika digunakan untuk menyetor sisa TU.

Kolom 3 diisi dengan uralan nama rincian obyek penerimaan/pendapatan atau Kas dl Bendahara Pengeluaran (jika pengembalian sisa UP/GU) ata
uralan nama kode rekening belanja beikenaan dengan pengembalian sisa TU.

Kolom 4 diisi dengan jumliah nilal nominal penarimaan/pendapatan setiep rincian obyek pendapatan atau pengambalian sisa UP/GU/TU,

Catatan:

F;:mulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya)
atau

Formulir ini digunakan untuk menyetor pengembalian sisa UP/IGU/TU



O

EGISTER 8T8

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 8

REGISTER STS
SKPD/UKPD/IPPKR? . 1)
PAIKPAIPPKD? e 2)
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu”® 3)
No No. STS Tanggal Kode | \;aian | Jumlah Penyetor | K.
3 - Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
crasanenaanas, tANgGgal
Mengetahul
- Bendahara
PAIKPAIPPKD") PenerimaanBendahara
Penerimaan Pembantu *)
tanda tan
(tanda tangan) FORINDNN
{nama lengkap)
(nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:

1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

2) Dilsi dengan nama PA/KPA/PPKD

3) Diisi dengan nama Bendahara Penerimaan/Bendahara
Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor STS

Kolemn 3 diisi dengan tanggal STS

Kolom 4 diisi dengan kode rekening penyetoran STS

Kolom 5 diisi dengan uraian penyetoran STS

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah STS yang disetor

Kolom 7 diisi dengan nama penyetor STS

Kolom 8 diisi dengan keterangan yang dianggap periu

Penerimaan Pembantu



FORM 9

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI cvovveevnnsranmanens

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pererimaan Pembantu .........cooviens

Telah menerima uang SEDESAM RP. ... .cc.cvvercs cesvererssmsisssssssesrsssssissiessssssssisssmsssssssnssss
b) (e A U o o s e e s R e i)
c) ‘dari Nama : .
Alamat

d) Untuk pembayaran

Kode Rekening Jumlah (Rp)
f) Tanggal diterima uang
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu *) Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga *)
(tanda tangan) {tanda tangan)
(nama lengkap) {nama lengkap)
NIP.
Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Salinan 2 : Arsip
") Coret yang tidak periu
Cara Pengisian :

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD/UKPD:;

b) Telah menerima uang diisi dengan jumalah uang yang diterima dari pihak ketiga, diisl dalam rupiah dan kata-kata;
¢) Nama dan Alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan pembayaran

d) Sebagai pembayaran diisi dengan uaraian peruntukkan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga

e) Kode rekening diisi dengan kode dan uaraian nama rekening atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;

f) Tanggal diterima uang dilsl dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.

Catatan :

Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (p&jak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari
pembayar/penyetor/pihak ketiga ke bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.



FORM 10

SPJ PEND - ADMINISTRA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - ADMINISTRATIF)

SKPD/UKPD/PPKD 1)
PAIKPAIPPKD 4]
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
9 e
Pembantu ) {dalam ruplah
Sampal dengan Bulan Lalu Bulan in Sampal dengan Bulan Inl
Sisa Anggaran
Kode | oo | Jumiah ‘m ‘:‘:““' SisaYang | Yang Balum
Rekening Anguanan | poiodimaan | Penyotoran | Sisa- | Penedmaan | Penyetoran | Sisa Yang ,l,w'm ;:::nr ;‘:nlllilﬂ'
Terealisasl Disstor m" HpRaan
garan
1 2 3 4 5 B=(5-4) 7 8 9=(8-7) | 10=(d+7) | 11=(5+8) | 12=(11-10)|  13=(3-10)
Jumlah
Bendahara Penerimaa
Pembantu *)
(tanda tangan)
(nama lengkap)

*) Coret yang tidak periu

Cara Pengislan:

1) Diisi dengan nama SKPD/UKPDIPPKD

2) Diisi dengan nama PA/KPA/PPKD

3) Dilsl dengan nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembaniy

Kolom 1 diisl dengan kode rekening

Koiom 2 dilsi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 dilsl dengan Jumlah anggaran

Kolom 4 dlis! dengan jumlah penerimaan s.d. Bulan lalu

Kolom & dilsl dengan jumiah penyetoran s.d. Bulan lalu

Kolom 6 diisi dengan jumiah sisa penerimaan yang belum disetor s.d. Bulan lalu i
Kolom 7 dils! dengan jumiah penerimaan Bulan inl

Kolom 8 diisi dengan jumiah penyetoran Bulan ini

Kolom & diisl dengan Jumlah sisa penerimaan yang belum disetor Bulan ini

Kolom 10 diisi dengan jumlah anggaran yang terealisasi s.d. Bulan ini

Kalom 11 diisi dengan Jumlah anggaran yang telah disetor s.d. Bulan inl

Kolom 12 dilsi dengan jumlah sisa penerimaan yang belum disslor s.d. Bulan Ini

Kolom 13 diisl dengan jumiah sisa anggaran yang belum terealisasi pelampauan anggaran s.d. Bulan ini

Farmat Inl digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban
secara administralif ke pengguna anggaran melaiui PPK-SKPD



FORM 11

SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

SKPDIUKPDI/PPKD 1)
PAJKPAIPPKD )
Bendahara Penarimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu 13)
__(dalam rupiah)
Sampai dengan Bulan Lalu Bulan inl Sampal dengan Bulan inl
Slsa Anggaran
Kode Uralan Jumlah Jumlah Jumiah Sisa Yang Yang Belum
Rukoning Anguaran | pongrimsan | Penystoran | Sisa | Penerimaan | Penyetoran | Slsa mﬁ',:: " lm-,“ oian | Belum Yoeohwnal)
g Telah Disat Pelampa
Teiealisasl Disetor -
Anggaran
1 2 4 4 5 8=(54) 7 B g=(8-7) | 10=(4+7) | 11=(5+8) |12=(11-10)] 13=(3-10)
Jumiah
FINSICR USRS Bendahara PenerimaanBe ara Pene
PAIKPA ") Pembantu *)
#ianda tangan) (tanda tangan)
{nama lenakap) {nams lengkap)

") Coret yang fidak perlu

Cara Pengisian:

1) Diisl dengan nama SKPD/UKPDI/PPKD

2) Diisi dengan nama PA/KPA/PPKD

3) Diisl dengan nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembaniu
Kolom 1 dilsl dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uralan namz kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumiah anggaran

Kolom 4 diisi dengan jJumiah penerimaan s.d. Bulan lalu

Kolom 5 dilsl dengan jumiah penyetoran s.d. Bulan laly

Kolom & diisl dengan jumiah sisa penerimaan yang belumn disetor s.d. Bulan laly
Kolom 7 diisi dengan jumiah panérimaan Bulan Ini

Kolom 8 diisl dengan jumiah penyetoran Bulan inl

Kalom 9 diisi dengan jumlah sisa penerimaan yang belum disetor Sulan inl

Kolom 10 diisl dangan jumilah anggaran yang terealisasl s.d. Bulan Ini

Kolom 11 diis| dengan jumlah anggaran yang telsh disetor s.d. Bulan ini

Kolom 12 diisi dengan jumlah sisa penerimaan yang belum disetor s.d. Bulan ini
Kolom 13 diisi dengan jumilah sisa anggaran yang belum terealisasl pelampauan anggaran s.d. Bulan inl

Catatan ;

Formal inl digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan perlanggungjawaban
secara fungsional ke PPKD



LAMPIRAN 1 SPD NOMOR : ....cccciviiinnnnannnnns

BELANJA TIDAK LANGSUNG
PERIODE BULAN : ...ccvveenennnns
TAHUN ANGGARAN : .....civeevinnniens (Dalam Rupiah)
Nomor DPA/DPPA- o — Akumulasi Pada SPD Jumilah Pada SPD R —
SKPD/UKPD/PPKD * 99 Sebelumnya Periode Ini 99
1 2 a 4 - 5
Jumlah ]
Jumlah Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Rp ........cccvveviciiiiniianns
(TOIDTAIG L ccvssisvanvsvnnsnusnvissswnsvnsmssowsissmesnnsin s sEss s |
") Coret yang tidak perlu Ditetapkandi ........................
padatanggal .............ccvenvnnnee.
PPKD SELAKU BUD
(tanda tangan)
{nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor DFA/DPPA-SKPD/UKPD/PPKD

Kolom 2 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 3 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran yany telah diterbitkan SPD sebelumnya
Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran yang diterbitkan SPD-nya periode ini
Kalom 5 diisi dengan jumlah sisa anggaran yang belum diterbitkan SPD-nya



BELANJA LANGSUNG
PERIODE BULAN : ......cceunmanes
TAHUN ANGGARAN : ....ceeieinncannas Dalam Rupiah)
Akumulasi Pada Jumlah
No. Nomor DPA/DPPA- Sisa
“ Program Kegiatan Anggaran SPD Pada SPD
)
Urut | /DPAL-SKPD/UKPD/PPKD Sebelumnya Periode Ini Anggaran
BE 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Juinlah Penyediaan Dana Belanja Langsung : Rp .......coviiiinieene
e T B T T I LD G e e
L Coret yang tidak perlu Ditetapkan di ............evrenvveraens
pada tanggal .........

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor DPA/DPPA/DPAL-SKPD/UKPD/PPKD

Kolom 3 diisi dengan kode dan nama program

Kolom 4 diisi dengan kode dan nama kegiatan serta kode rekeningnya
Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kode rekeningnya
Kolom 6 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran program, kegiatan dan kode rekeningnya yang telah diterbitkan SPD sebelumnya
Kolom 7 dilsi dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kode rekeningnya yang diterbitkan SPD-nya periode ini
Kolom & diisi dengan jumlah sisa anggaran program, kegiatan dan kode rekeningnya yang belum diterbitkan SPD-nya

PPKD SELAKU BUD

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.



LAMPIRAN 3 SPD NOMOR : ..cocevenninrensaneneans
Pengeluaran Pembiayaan

PERIODE BULAN : ....ccovvmmmeniie

TAHUN ANGGARAN : ...ccconisnensas

(Dalam Rupiah)
Nomor DPA/DPPA- T Akumulasi Pada SPD Jumlah Pada SPD P —
SKPD/UKPD/PPKD * 98 Sebelumnya Periode Ini 99
1 2 3 4 §
Jumiah
Jumlah Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Rp .......ccveevane ..
CTRIIIAN 2% s vorer upaaussss exvenbsssaeiat b dunisFinysynmaisazs Bax -
") Coret yang tidak perlu DitetapKan di ....oeeeevvvnierssiinsens
padatanggal .......cccoovvemceaennnn
PPKD SELAKU BUD
(tanda tangan)
jnama Iengkag}
NIP.

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor DPA/CPPA-SKPD/UKPD/PPKD

Kolom 2 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 3 diisi dengan jumlah akumulasi anggaran yang telah diterbitkan SPD sebelumnya
Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran yang diterbitkan SPD-nya periode ini
Kolom § diisi dengan jumlah sisa anggaran yang belum diterbitkan SPD-nya



7 Coret yang tidak periu

- FORM 12

SPD
PEMERINTAH PRGVINSI DKI JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR ..coaunsrnnens TAHUN .ooessenanns o
TENTANG
SURAT PENYEDIA2N DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....
PPKD SELAKU BUD
Menimbang bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja fidak langsung tahun anggaran ...........
berdasarkan anggaran kas yang lelah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbilkan Surat Penyediaan
Dana (SPD);
Mengingat : 1 Peraturan Daerah Provinsl DKl Jakarta Nomor ....... Tahun ....oevees tentang Penetapan APBD/APBD-P * Provins DKI
Jakarta Tahun Anggaran ........... !
2 Peraturan Gubemur Momor ........ TAIUN weveesinnn s tentang penjabaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran .............
3 Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ...... tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsl DKI Jakarta
4 DPAIDPPAJDPAL-SKPDIUKPDIPPKD 7 ....cooviiieeinsvneerssnssenses eveneeae (0 aftAr nomor terlampi)
MEMUTUSKAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Frovinsi DKI Jakarta Momor ..... Tahun ......... tanggal ........... tentang Penetapan/Perubahan U
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi DKI Jakarla Tahun Anggaran ......... meretapkan/menyediakan kredit anggaran
sebagal berikut :
1. Ditujukan kepada Kode dan nama SKPD/UKPD/PPKD”
2. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
3. Nama Bendahara Pengeiuaran/ -
Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.  Jumlah Penyediaan Dana EN - R P A Ay e
(ferbilang: ..omsesississisinsenivarasiseny )
5. Unluk Kebutuhan $ BUIEN Givevccasavisament
6. Ikhtisar Penyediaan dana. '
a. Jumiah dana DPA/DPPA/DPAL-SKPD/UKPDIPPKD?
b. Akumulasl SPD Sebelumnya
c. Sisa Dana yang Belum di-SPD-kan
d. Jumlah Dana yang di-SPD-kan saat Ini
e. Sisa Jumlah Dana DPA/DPPA/DPAL-SKPD/UKPDVPPKD?
yang Belum di-SPD-kan
(EErBHENG voeeuniisrsnnnsieanersisaniirisnsrsrssssosssss )
7. Ketentuan-ketentuan lain ‘-
Ditetepkan di  ......cccoinnn
. pada tanggal .......cceieeee
PPKD SELAKU BUD
(tanda tangan)
{nama lengkap)
NIP.



O

FORM 13

SPP UP

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
NOMOF i1) ..ccisunssasnssiasesvais TANUN 2)iisves

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD i
SKPD/UKPD/PPKD .......ccvvienieeiirienrannd)

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomar ......... Tahun ...... tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai
berikut:

a SKPD/UKPD/PPKD B s AR e
b Dasar Pengeluaran SPD NOMOr  f..iiiveiviniinmnniiinnnvnsnnnseenen 4)
¢ Jumlah SPD F RP csssiovnrsisnespissasisisanina )
(= o1 =T T PRSI
d Jumiah Pembayaran yang Diminta RpP .......c..cocccciinicrienncininnnnes B)
B 3L e DO R e e A A M AT )

e Nama Bank dan Nomor Rekening e I M IS SatR )
f  Kode Rekening dan Uraian Kode . :1.1.01.03.01 - Kas di Bendahara Pengeluaran
Rekening Pembebanan

g Untuk Keperluan : Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ? Bulan ......... 8)

Bendahara Pengeluaran/Bandahara PengelLaran Pembantu
SKPD/IUKPD/PPKD "l

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

7 Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:

1) Diisi dengan nomor SPP-UP

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

4) Diisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP-UP
5) Diisi dengan jumlah rupiah SPD yang diterbikan '

6) Diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP yang diminta

7) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening pembebanan SPP-UP
8) Diisi dengan nama bulan pengajuan SPP-UP



FORM 14

SPP GU
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor: 1) ..cucevivsngeressnensae. 18MURZ) ...
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD L
SKPD/UKPDIPPKD ..o ee e 3)
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jaka'rta Nomor .......... Tahun ...... tentang

Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
sebagai berikut;

a SKPD/UKPD/PPKD R R D)

b Dasar Pengeluaran SPD NOMOr & ....covveviivvivnimreniessrminissninnn 4)

¢ Jumiah SPD 1) 17 RIS T PO . |
(terbilang: ....ccvvv v e s s aness)

d Jumilah Pembayaran yang Diminia :Rp serapssansssastanssnasestesanissass )
[ LRS- S|

e Nama Bank dan Nomor Rekening :....... svaveind 1)

—

Kode Rekening dan Uraian Kode  :1.1.01.03.01 - Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening Pembebanan

g Untuk Keperiuan : Pengisian Ganti Uang Persediaan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ” Bulan ...... 8)

Bendahara Pengalua;anfsundaharlPengaluaran Pembantu
SKPD/UKPD/IPPKD "

(tanda tangan)

I Coret yang tidak periu

Cara pengisian:

1) Diisi dengan nomer 'SPP-GU

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/FPKD '

4) Diisi dengan nomer SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP-GU
5) Diisi dengan jumiah rupiah SPD yang diterbikan

6) Diisi dengan jumlah rupiah SPP-GU yang diminta

7) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening pembebanan SPP-GU
8) Diisi dengan nama bulan pengajuan SPP-GU



FORM 15

SPP-TU
PEMERINTAH PROVINSI DKI. JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)
NOMIO: ). veeerevesssrsonsanees TEANUN 2).ci s
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD ”
SKPD/UKPD/PPKD ..o v eea3)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun ......
tentang Penjebaran APBD, barsama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

a  SKPD/UKPD/PPKD " G S P S e A s s e )

b  Dasar Pengeluaran SPD Nomor e S RS )

¢ Jumlah Dana SFD FIRD. s esammvansarainsasmossmansrnersst. O
QarbHBnE i A i R SRR

d  Jumlah Pembayaran yang Diminta :RpP ....ccooonvinsnennnisianinsnsionan 6)
(OB i s it s sisimiimaiaavs gk

e Nama Bank dan Nomor Rekening ..o e}

f Untuk Keperluan :Tambahan Uang Persediaan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ”

Rincian Keperluan 8)

Kode dan Nama Kode Uraian
g Kegiatan Rekening| Nama | Jumian
1 e 3 Ll 5
:
%,
dst
g  Alasan Pengajuan SPP-TU Vi seareg)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaraa Pembantu
SKPD/UKPDIPPKD .
(tanda tangan)
{nama lengkap)
*) Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:
1) Diisi dengan nomor SPP-TU
2) Diisi dengan tahun anggaran
3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD
4) Diisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP-TU
5) Diisi dengan jumlah rupiah SPD yang diterbikan
6) Diisi dengan jumlah rupiah SPP-TU yang diminta
7) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening
8) Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Kode dan Nama Kegiatan
Kolom 3 diisi dengan Kode rekening
Kolom 4 dilsi dengan uralan nama kode rekening.
Kolom § diisi dengan jumiah rupiah
8) Dilsi dengan alasan penqaiuan permohonan TU



C

O

FORM 16

SPP LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah’

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN/TUNJANGAN KINERJA DAERAH
(SPP LS GAJI DAN TUNJANGAN/T! UNJANGAN KINERJA DAERAH) %)

NOMOI: 1) vvvuveveevnrrnenseneeeee TENUN2)0ee.
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
SEPD s oo
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor .. . Tahun ...... tentang

Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan
Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah sebaga] berikut:

a SKPD S R S )

b . Dasar Pengeluaran SPD Nomor T ]

¢ Jumlah Dana SPD TRB s Rl
(EOEBIBNGE: cociscvusssisinivasismavsmimssmse sasimimssprsmops Ker)

d  Untuk Keperluan Bulan B s S R GR eraadE)

e Jumlah Pembayaran yang Diminta PR i stk sy 1)
(terbilang: .. TN Sy~ |

f  Nama Bank dan Nomor Rekemng I T T PLRR EPPRRENY. - §

Kode Rekening dan Uraian Kode
Rekening serta Jumlah Rupiah
Pembebanan : 1. Kodering, Uraian Kodering, Rp.......S)
: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp....
+3 Kodering. Uraian i{odenng. Rp....
4.dst...

, Tangga... o
Bendahara Pengeiuaran

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:

1) Dilsi dengan nomer LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD

4) Diisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Klnerja Daerah
5) Diisi dengan jumlah rupiah SPD yang diterbikan

6) Diisi dengan nama bulan pengajuan Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah

7) Diisi dengan jumlah rupiah LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah yang diminta

8) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening

9) Diisi dengan kode rekening dan uraian kode rekening serta Jumlah rupiah pembehanan SPP-Gaji dan
Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah



O

FORM -

SPP LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN .JASA
(SFP-LS-BARANG DAN JASA)
NomOor: 1) ....cceeveeevssnesenens TaUN 2).......

Kepada Yth,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD L
SKPD/UKPD/PPKD ™.......covvvivi e crevaereanns 3)

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor ......... Tahun ...... tentang Penjabaran
APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dang Jasa sebagai berikut:

a  SKPD/UKPD/PPKD S AR 3)
b  Dasar Pengeluaran SPD Nomor R ———————
c Jumlah Dana SPD VRD ciscizassamwasiaravmaninD)
(RBTBHBNG: vcnsciimminmnssimm s AT s v
d  Jumlah Pembayaran yang Diminta A 1 OSSP - |
(arbland; -.cnmaiiininnima G T )
e  Nama Pihak Ketiga BB R T 7)
f  Nama Bank dan Nomor Rekening Pihak Ketiga :.......c.ccoovuevimmnrensannnsnnnsnnn, 8)
g Untuk Keperluan
1. Kode dan Nama Program Tessaasnssssossamsassonsrsnsasmrsxcaversarsss @)
2. Kode dan Nama Kegiatan e R e PRI eL, () |

3. Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening

serta Jumlah Rupiah
piah Pembebanan : 1. Kodering, Uraian Kodering, Rp.......11)

: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp......
: 3. Kodering, Uraian Kodering, Rp.......

T N NI L7
Mengetahui. sivavssry VANGOAE i iesessssarassnmnin
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan)
(nama lengkap) ( | kap)
NIP. NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:

1) Diisi dengan nomer SPP-Barang dan Jasa

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

4) Diisi dengan nomor SPD yang merjadi dasar pengajuan SPP-Barang dan Jasa
5) Dilsi dengan Jumlah rupiah SPD yang diterbikan

6) Diisi dengan jumiah rupiah SPP-Barang dan Jasa yang diminta

7) Diisi dengan nama pihak ketiga

8) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening pihak ketiga

8) Diisi dengan nama dan kode program

10) Diisi dengan nama dan kode kegiatan

11) Dilsi dengan kode rekening dan uraian kode rekening serta Jumlah rupiah pembebanan SPP-Barang dan Jasa



0O

FORM 1

SPP LS-Hibah/Bantuan Sosiai/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak

Terdugal aran Pembiayaan/Pengembalian
Penerimaa apatan Tahun Berjalan *

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN
(SPP LS HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN/BELANJA TIDAK TERDUGA/PENGELUARAN
PEMBIAYAAN/PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN BERJALAN *)

Nomor:1).......ceeeseenseese. TANUA 2)hussens
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor ......... Tahun ...... tentang Penjabaran APBD,

bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan” sebagai berikut:

a  Dasar Pengeluaran SPD Nomor v PR TR S T )

b Jumlah Dana SPD YRP Gnsanvinsmaisinannaiu A
(Larbilang: ....ccceeeeiriemicsssnnnreraeiesssienissanrsnrssssnsannes)

C Jumlah Pembayaran yang Diminta 3 {1 1
(EERBIANG: oo s R R )

d  Nama Penerima/Pihak Ketiga T SRR e ey B 6)

e Nama Bank dan Nomor Rekening Penerima/Pihak Ketiga I ——— 7

f Untuk Keperluan e e 8)

g  Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening serta Jumlah Rupiah : 1. Kodering, Uraian Kodering, Rp........ 9)

Pembebanan

: 2. Kodering, Uraian Kodering, Rp........
: 3. Kodering, Uraian Kodering, Rp........
14, dst

Bendahara Pengeluaran PPKD
(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.
7 Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:

1) Diisi dengan nomor SPP-LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belunja Tidak Terduga/Pengeluaran
Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP-LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan

4) Diisi dengan jumlah rupiah SPD yang diterbikan

5) Diisi dengan jumiah rupiah yang diminta atas SPP-LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Beralan

6) Diisi dengan nama penerimalpihak ketiga yang menerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan

7) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening penerima/pihak ketiga

8) Diisi dengan uraian keperluan pengajuan SPP-LS berkenaan ,

9) Diisi dengan kodalrekaning dan uralan kode rekening serta jumlah rupiah pembebanan SPP-LS Hibah/Bantuan
Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak Terduga/Pengeluaran Pembiayaan/Pengembalian Penerimaan Tahun Berjalan

Jika SPP-LS diterbitkan UI:ItLIl'C pengembalian penerimaan/pendapatan tahun berjalan, maka kode pembebanan sesuai dengan
kode rekening pengembalian penerimaan/pendapatan berkenaan



]

Kepada Yth. )
kepala UPPK/Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Di Tempat

N TU

NOMIO: ). v vesssinuones

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERMOHONAN TAMBAHAN UANG

SRR I 3111 1~ TP

.FORM -

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendesakitidak dapat ditunda, dengan ini kemi mengajukan

permohonan tambahan uang persediaan (TU) dengan rincian sebagai berikut :

a  SKPDI/UKPD/PPKD ?

b Jumlah TU yang Diminta

¢ Untuk Keperluan

Rincian Keperluan 5)

@ ResssEEsEEsAERERE R R

SRD s
(erbilangt ..ves cronvuminasssesammmmios

:Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

.................. 3)

p—,
)

%)

Kode dan Nama : Uraian Nama )
No Kegiatan Kode Rekening Kode Rekening Jumlah
1 2 3 4 5
1
2,
dst
d  Alasan Pengajuan SPP-TU .. 8)
i
(tanda tangan)
(nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:

1) Diisi dengan nomor Surat Permohonan TU

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

4) Diisi dengan jumlah rupiah Permohonan TU

5) Kelom 1 diisi dengan nomer urut
Kolem 2 diisi dengan Kode dar Nama Kegiatan

Kolom 3 diisi dengan Kode rekening

Kolom 4 diisi dengan uraian nama koda rekening

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah

6) Diisi dengan alasan pengajuan permohonan TU



SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN TU

Nomor: ..o
Lampiran

FORM 2

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BPKD

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN TU™)

Perihal * Persetujuan/Penolakan TU *)

................ RRRRIS..
Kepada Yth,
PAJKPA
SKPD/UKPDIPPKD )

--------------------------------------------------

Berdasarkan hasil telaahan atas permohonan pemberian TU Saudara Nomor.... Tanggal...

C Sehubungan dengan hal tersebut, kami setuju untuk memberikan TU sejumlah Rp. .
digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian persetujua

.. (terbilang .....) untuk
n TU terlampir 1)

Sehubungan dengan hal tersebut, kaml menolak untuk memberikan TU karena tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.2)

Demikian disampaikan, alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

............ , tanggal ..........
Kepala UPPK/Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
1) digunakan apabila menerbitkan surat persetujuan TU
2) digunakan apabila menolak persetujuan TU
*) Coret yang tidak periu
Lampiran Persetujuan TU
No Kode dqn Nama Kode Uraian Nama Juralish
Kegiatan Rekening Kode Rekening s
1 2 3 4 5
1.
2

dst




FORM

KARTU KENDALI KEGIATAN
T
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KARTU KENDALI KEGIATAN
SKPD/UKPD/PPKD" :1)
Nama Program :12)
Nama Keglatan 3
Nama PPTK : 4)
PAGU REALISASI KEGIATAN (Rp)
ANGGARAN
KEGIATAN cU LS SISC? PAGL
KODE (Rp) AN
P s - Total R
[ W i Bulan | Akumulasi ™ Es_l: Bulsh AkLliﬁmuI:m (Rp)
Umu Bul GU s.d bulan ulan s.
o I::]:n Inl ini lalu ini bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 B=B+7 [ 10 11 i2=10+11 | 13=5+8+12 14=3-13
Jumlah

®

P st

(tanda tangan)

Cara Pengisian:
1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD
2) Diisi dengan kode dan nama program
3) Diisi dengan kode dan nama kegiatan
4) Diisi dengan nama PPTK
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisl dengan nomor rekening atas keglatan berkenaan
Kolom 3 dilsl dengan pagu anggaran atas keglatan untuk pengeluaran UP/GU/TUILS
Kolom 4 diisi dengan uralan realisasi belanja
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah realisasi belanja UP atas kegiatan
Kolom 6 dilsi dengan jumlah rupiah realisasi belanja GU s.d. Bulan lalu

Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah realisasi belanja GU Bulan ini

Pejabiat Peiakeans Tounis Koglatan

(tanda tangan)

{nama lengkap)

Kolom 8 diisi dengan jumlah rupiah akumulasi realisasi belanja GU s.d. Bulan ini
Kolom 9 diisi dengan jumlah ruplah realisasi belanja TU atas kegiatan
Kolom 10 diisi dengan Jumlah rupiah realisasi belanja LS s.d. Bulan lalu

Kolom 11 diisi dengan Jumlah rupiah realisasi belanja LS Bulan ini

Kalom 12 diisi dengan jumlah rupiah akumulasi realisasi belanja LS s.d. Bulan ini
olom 13 diisi dengan Jumlah rupiah total akumulasi realisasi belanja UP/GU/TU LS

Kolom 14 diisi dengan jumiah ruplah sisa pagu anggaran



~ FORM 22

BUKU KAS UMUM
FEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
SKPD/UKPD/SKPKD” +4)
PA/KPA/PPKD” :2)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :3)
SKPD/UKPD/PPKD”
Halaman......
i Penerimaan | Pengeluaran Saldo
No.Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Rp. Rp. Rp.
i 2 3 4 5 5 7=5-6
Jumiah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumiah seampal bulan lalwtg! Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulanftanggal : Rp. Rp. i
Pada hari initanggal............cccceoeireveennn200n v
Saldo Buku Kas Umum Rp. ......... ( terbilang .. ...} 4)
terdiri dari :
a. Tunai Rp: amioninutinieg)
b. Saldo Bank B asla i 6)
c. Surat Berharga (Panjar dil) R el 7)
svntangmal.coonainunas
Mengetahui,
PA/KPA/PPKD *) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD ")
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP, NIP.

*) coret yang tidak periu

Cara Penglsian ;

1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD.

2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD.

3) Diisi dengan nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.

4) Diisi dengan jumiah saldo buku kas umum

§) Diisi dengan jumiah kas tunai (brangkas) termasuk didalam jumlah potongan pajak & potongar lainnya yg belum disetor/dikembalikan
6) Diisi dengan jumlah saldo buku simpanan/bank

7) Dilsi dengan jumlah surat berharga misalnya panjar dl|

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau gengeluaran kas.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas,
Kolom 3 diisi dengan kode rekening transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi venerimaan kas atau pengeluaran Kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan kas.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran kas,

Kalom 7 diisi dengan jumlah rupiah saldo kas.

Catatan :

1. Pan_garjaé.n Bukn._: Kas Umum dapat menggunakan aplikasi/software berbasis teknologi informasikomputer dan BKU dianggap sah apabila
telah dicetak dan ditandatargani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD,

2 Penanﬁatan_ganan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD pada BKU dilakukan paca saat BKU ditutup dan
dtpananggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran ke PPKD dan/atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh
aparat pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal.

3. Penandatanganan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD pada BKU dilakukan pac'a saat pengajuan penerbitan
SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D (GU/TU). e pensatan?

4. Apabila pengerjaan FKU menggunakan aplikasi/software berbasis teknologi Informasi/komputer dan apabila terjadi kesalahan
pencatatatan pada periode setelah BKU ditutup maka untuk memperbaiki/mengkoreksi kesalahan BKU tersebut dilakukan dengan mencetak

BKU dan ditand i . - ;
e pektomtl. atangani ulang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD serta disampaikan kepada PPKD dan



BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK FORM 23

'PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/ BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD/UKPD/SKPKD ?
PA/KPA/PPKD *)
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD/UKPD/PPKD ?

O

Halaman ..............
No. BKU Tanggal IRt Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6=4-5
Jumiah
Mengetahui, Jtanggal o,
PAJKPAIPPKD *) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan) Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
{nama lengkap)
NIP (tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor BKU penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek
Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan simpanan/bank

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank

*) Coret yang tidak perlu




BUKU PENBANTU KAS TUNAI FORM 24
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD/UKPD/SKPKD "
PA/KPA/IPPKD *)
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

Halaman ..............
No. BKU Tanggel (el Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 & 5 6=4-5
Jumiah
Mengetahui, Jtanggal ...........

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor BKU penerimaan atau pengeluaran transaksi kas tunai

Kaolom 2 dusl dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran transaksi kas tunai
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran transaksi kas tunai

Kolom 4 diisi dengan jumilah rupiah penerimaan transaksi kas tunai
Kolom & dilsi dengan jumlah rupiah pengeluaran transkasi kas tunai
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas tunai

") Coret yang tidak perlu

PAIKPAIPPKD *)
{tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu EKPD/UKPD/PPKD *)

(tanda tangan)

ale a

NIP




O

Cara Pengisian:
Kolom 1 dilsi dengan nomor BKU pemotongan dan penyetoran pajak

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi pemotongan dan penyetoran pajak

Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan dan penyetoran pajak
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan/pemungutan pajak
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak
Kolom 6 diisi dengan saldo pajak
*) Coret yang tidak perlu

BURU PEMBANTU PAJAK FORM 25
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD/UKPD/SKPKD ”
PA/KPAIPPKD *)
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
Halaman ..............
Pemotongan/
No. BKU Tanggal Uraian Pemungutan Famisianan Seldg
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6=4-5
Jumlah
Mengetahui, wasaaan tangeal e
PA/KPAIPPKD *) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
(=cia tangn) Pembantu SKPD/UKPD/PPKD ¥)
SE— (tanda tangan)

(nama lengkap)




BVKY PEMBANTY PANVAR

FORM 26
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD/UKPD/SKPKD
PA/KPA/PPKD *)
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
Halaman..............
No. BKU ‘Fahgdal Urdisi Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6=4-5
Jumlah
Mengetahul, G e ,tanggal ......oee0
Pﬁﬁgﬁ:ﬁxn ) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
gan) Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
t
ke (tanda tangan)

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi dengan nomor BKU transaksi panjar

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi panjar
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemberian panjar dan SPJ panjar

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
Kolom & diisi dengan jumlah rupiah SPJ atas panjar

Kolom 6 diisi dengan saldo panjar
*) Coret yang tidak periu

(nama lengkap)

NIP




FORM 27

BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARAN PENGELUARAN

SKPD/UKPD/PPKD *) R A Oy PR ey ||
Kode Rekening ek R e
Nama Rekening PP LR A s e 3)
Jumlah Anggaran iy
(DPA/DPPA/DPAL-

SKPD/UKPD/PPKD * -
Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU | Belanja UP/GU Saldo
1 2 3 - 4 5 6 7
Mengetahui : JEKAIE, siisainnimmeninivin )
PA/KPA/PPKD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaan Pembantu
SKPD/UKPD/PPKD
NIP. oo oooosroemens. NIP. cooooooroeenenn
*! Corel yang tidak perlu

Cara Pengisian:

1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

2) Diisi dengan kede rekening rincian objek belanja berkenaan

3) Diisi dengan nama rekening rincian objek belanja berkenaan

4) Diisi dengan jumlah anggaran DPA/DPPA/DPAL-SKPD/UKPD/PPKD rincian objek belanja berkenaan
Kolom 1 dusl dengan tanggal transaksi realisasi rincian belanja berkenaan

Kolom 2 diisi dengan nomor Buku Kas Umum atas transaksi realisasi rincian belanja berkenaan
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi realisasi rincian belanja berkenaan

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah realiasi LS atas rincian belanja berkenaan

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah realiasi TU atas rincian belanja berkenaan

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah realiasi UP/GU atas rincian belanja berkenaan

Kolom 7 diisi dengan jumlah saldo rincian belanja berkenaan '




&

REGISTER SPP/SPM/SPAD BENDAHARA PENGELUARAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

_FORM 2

REGISTER SPP/SPM/SP2D
SKPD/UKPD/SKPKD *) vovvvrssssmssssrssssssss
Jenis SPP SPM SP2D
No. __|
° | UPIGUTUILS [No. & Tgl.| Jumiah (Rp) | No, & Tgl.| Jumiah (Rp)| No. & Tgl. | Jumiah (Rp)| _ oran Kt
1 2 — 8 4 3 6 7 8 9 10
Jumlah
USRI 11111 1 | [

Cara Pengisian:

Kalom 1 diisi dengan nomor-urut

Kolom 2 diisi dengan jenis SPP/SPM/SP2D
Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal SPP
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPP
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal SPM
Kolom 6 diisi dengan jumlah ruplah SPM
Kolom 7 diisi dengan nomor dan tanggal SP2D
Kolom 8 diisi dengan jumlah rupiah SP2D
Kolom 8 diisi dengan uraian SPR/SPM/SP2D
Kolom 10 dilsl dengan keterangan yang dianggap

perlu SPP/SPM/SP2D

Bondahara Pengeluaran/Bendahara
Peangeluaran Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)

({tanda tangan)

NIP



FORM 2

REGISTER SPR/SPM/SPD PPK.SKPDI/UKPD/RPKD

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REGISTER SPP/SPM/SP2D - PPK-SKPD/UKPD/PPKD

SWDIUKPDISKPKD -l seRiBasRERREniRdsRsRdE R RRRE S
Jenis SPP SPM SP2D
No- | ypigurTuiLS No. & Tgl.| Jumiah (Rp) | No. & Tgl.| Jumiah (Rp) | No. & Tgl. | Jumiah (Rp) Hekian Hslenngan
1 2 3 3 5 5 7 8 ) 10

Jumlah

FRPRRRRRUIRID - 11111 - | IR
PPK-SKPRIUKPD/PPKD *)

(tanda tangan)

NIP

Cara Penglslan:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kalom 2 diisi dengan jenis SPP/SPM/SP2D

Kolom 3 diisi dengan nemer dan tanggal SPP

Kolom 4 diisi dengan jumlah ruplah SPP

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal SPM

Kolom € diisi dengan jumlah rupiah SPM

Kolom 7 diisi dengan nomor dan tanggal SP2D

Kolom 8 diisi dengan jumlah rupiah SP2D

Kolom 9 diisi dengan uraian SPP/SPM/SP2D '
Kolom 10 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu SPP/SPM/SP2D



FORM 2

>
ne]
=

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

NGMOR: 1).rueinis e i TAHUN 2)ucesssesserens
Format :
UP/GU/TUILS
(diisi oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD”)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
PROVINSI DKI JAKARTA

Supaya menerbitkan SP20 kepada:
SKPD/UKPD/PPKD? 3) No Uraian Jumlah Keterangan

................................................. 40, Rakotii)

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu /Penerima/Pihak 1 luran Wajib Pegawal Negeri
Waaligey it v ) 12)
Narmia Bank dan Nomor REKEing fvvevsecerrrre 5) 2 [Tabungan Perumanan 1)
.................................................................... Pegawal

NPT £ v g v s o oo 6) I 14)
Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SPD :.............. ... 7)

Untuk KeperUBi  .....c.coreenmmernnmssssseisssssesnssssssissnsss 8)

1. Belanja Tidak Langsung™®) Jumiah Potongan| Rp ... ve:
2. Belanja Langsung™) T

Pembebanan pada Kode Rekening 9):

' (Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening) :...... Rp......... No Uralan Jumlah Keterangan
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ... RP wovuin. PPN ..oooievmnnssinensenes 15)
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ... RP vovveeens PPh iuiusscissssssssssnnss 15)
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) @ ... Rp ... Lainnya ............... 16)
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ...... RPicasieiis Juinlah| Rp .........
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) :..... Rp ......... Jumlah SPM RpP .oiuseen.
(Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ...... RpP uennss Uang Sefumlan : .....cocoiisimssmsssssisssssnsssrmssnmrsssney
{Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening) & ... RpP cuvueee.
{Kode Rekening dan Uralan Kode Rekening) : ...... Rp i
{(Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening) ! ...... Rp......... (PP 1,7 | | J——
(Kode Rekening dan Uraian Kode Rekening) & ... Rp ......... Kepala SKFDIUKPD/SKPKD *),
dst
Jumiah SPP yang Diminta BB i einai o 10) Casicks tengar)
(EUENG: - vm i s T ) (nama lenckap)
Nomor dan Tanggal SPP HEARPPRNREN < | | | [roap s 11)
*) Ceret yang fidak perlu

*) Pilih yang sesual

SPM ini sah apabila telah di tandatlangani dan distempel oleh Kepala SKPD/UKPDISKPKD ?

CCam pengisian;

1) Dlisi dengan nomor SPM

2) Diisi dengan tahun anggaran

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

4) Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Penerima/Pihak Ketiga

§) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening Bandahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarar Pembantu/Penerima/Pihak Ketiga
6) Diisi dengan nomor NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerima/Pihak Ketiga

7) Diisi dengan nomor SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP dan Penerbitan SPM :

8) Diisi dengan keperluan

9) Diisi dengan kode rekening dan uraian kode rekening serta jumiah rupiah pembebanan SPM, dengan ketentuan sebagai berikut:

|Jika SPM UP dan SPM GU yang diterbitkan maka pembebanan pada kode rekening 1.1.01.03.01 (Kas di Bendahara Pengeluaran)

Jika SPM TU, LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah, SPM LS Barang dan Jasa serta SPM Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tid:
Terduga/Pengeluaran Pemblayaan yang diterbitkan maka pembebanan pada rekening belanja /pengeluaran pembiayaan berkenaan

Jika SPM-LS diterbitkan untuk pangembalian penerimaan/pendapatan tahun berjalan, maka kode pembebanan sesual dengan kode rekenin
pengembalian penerimaan/pendapatan berkenaan

10) Diisi dengan jumlah rupiah SPP yang diminta

11) Diisi dengan nomor dan tanggal SPP yang diminta

12) Diisi dengan Jumlah potongan luran Wajib Pegawai Negeri Khusus pada SPM LS- Gaji dan Tunjangan
13) DJIs! dengan jumlah potongan Tabungan Perumahan Khusus pada SPM LE-Gali dan Tunjangan

14) Diisi dengan jumiah potongan lainnya Khusus pada SPM LS-Gall dan Tunjangan '

15) D!!sl dengan jumlah potongan Pajak (misalnya PPN, PPh dll.) khusus pada SPM LS

16) Diisi dengan j_urnlah potongan lainnya misalnya potongan uang muka kerja kusus pada SPM LS



FORM 31

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB up/GU *
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPDIPPKD 7 ..eeevieinnsnnne

e

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - UP/GU )
NOMIET s ras st i T e e s s

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Gantl Uang Persediaan (SPM-UP/GU) ? nomer ... tanggal

... yang kami ajukan sebesar Rp ... ....... (terbilang ... ... ....) untuk keperluan SKPD/UKPD/PPKD” ... ... ... Tahun Anggaran ...,
dengan inl menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) *) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperiuan
guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA/DPPA-SKPD/UKPD/PPKD”,

2. Jumiah Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) *) tersebut tidak akan kami guﬁakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran
Langsung (LS)

3. 'Kami bertanggung jawab secara penuh atas pengunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) "
C tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
o

Demikian Surat Pernyataan Ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP/GU” SKPD/UKPD/PPKD" kami.

R 14« |« |- S
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD *)

(tanda tangan)

{nama lengkap}
NIP.

Catatan :

Dokumen ini_disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan ditandatangani oleh PA/KPA/PPKD”
serta dilampirkan pada saat Pengajuan Penerbitzn SP2D kepada Kuasa BUD.

*) coret yang tidak periu



-

O

FORM 32

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - TU

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPDIUKPDIPPKD 7 ...

| e—————— — ]

SURAT YA TANGGUNG JAWAB - TU
NOMIOE s snissasaain

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) nomer .... tanggal .... yang kami

3jukan sebesar Rp ... ....... (terbllang ... ... .....). untuk keperiuan SKPDUKPDIPPKD ... ... ... Tahun Anggaran ...., dengan inl
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperiuan guna membiayai
kegiatan mendesak/kegiatan tidak dapat ditunda yang akan kami laksanakan sesual DPA-SKPD/UKPD/PPKD”,

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan kami gunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang menurut ketenluan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayarsn Langsung (LS)

3. Kami bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan Tambahan Uang Persediaan'(TU) tersebut diatas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan inl dibuat untuk melengkapi persyarélan pengajuan SPM-TU SKPD/UKPD/PPKD” kami.

SOOI -V, 11+ | BT
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD *)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Catatan ;

anurn_an ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan ditandatangani oleh PAJKPA/PPKD"
serta dilampirkan pada saat Pengajuan Penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD.

*) coret yang tidak periu



FORM 33

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - LS

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPDIPPKD ) o.oovvevrenssens

= =S e ———————— ——
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB - LS
NOMOT ! ovvnssnrissisrsnnasnnissis sor aasusnns

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM-LS) nemer .... tanggal .... yang kami ajukan

sebesar Rp ... ....... (lerbilang ... ... .....) untuk keperluan SKPD/UKPD/PPKD" ... ... ... Tahun Anggaran ...., dengan ini menyatakan
dengan sebenamya bahwa :

1. Jumiah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas dipergunakan untuk membayar kepada pencrima/pihak ketiga dalam rangka
pelakanaan belanja tidak langsung/kegiatan/pengeluaran pembiayaan*) pada SKPD/UKPD/PPKD *) Kami sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undargan.

2. Kami bertanggung jawab secara penun atas permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS pada SKPD/UKPD/PPKD” Kami.

L8

censnsananssssareareny VENGEEL 0v v '
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD *)

(tanda tangan & bermaterai Rp6.000,-)

(nama lengkap)
NIP.

Catatan :

Dokumen ini disiapkan oleh PPTK jika mengajukan SPM-LS Barang dan Jasa dan dokumen ini disiapkan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pernbantu untuk SPM-LS selain Barang dan Jasa serta ditandatangani oleh PA/IKPA/PPKD” dan
dilampirkan pada saat Pengajuan Penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD.

*) coret yang tidak periu



FORM 34

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPD/PPKD” ..vvvvenreneens

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

................ .. |
Kepada Yth.
Bendahara/PPTK .......ccusummimnines

NOMOE ! asa s

Lampiran TR o
Perihal : Pengembalian SPP

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Fersediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan

Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) *) Saudara Nomor : ........... Tanggl ............ 200...... dikembalikan karena tidak
memenuhi syarat untuk diproses.

Adapun kekurangan sebagai berikut :

|||||||||||||||||||||||||

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

vy tANGGA ...
PA/KPA/PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

*) Coret yang tidak periu



( D FORNA 35
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM '
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
SKPD/UKPDIPPKD 7 i...vveesinsensnnsssssenssens
Halaman : .........ccceeinees
Jumlah SPM
Nomor SPP (Rp)
LS LS
UNrﬂt Tanggal Uraian
Up | GU | Tu Uuj| TU
Gaji |Barang dan Jasa LS Lainnya P | 8 Gaji | Barang dan Jasa LS Lainnya
1 2 3 4 5
Jumlah
Mengetahwi, e , tanggal ........
PA/KPA/PPKD ) PPK-SKPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) {nzma lengkap)
NIP NIP
*) coret yang tidak periu
Cara Pengisian :

l’_'lﬂ'l-h-mh.'l..n

Kolom 1 diisi Nomor Urut SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yg ditolak diterbitkannya SPM

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SPM
Kolom 3 diisi Nomor SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yg ditolak diterbitkannya SPM

Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang ditolak diterbitkannya SPM

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yg ditolak diterbitkannya SPM
*) Coret yang tidak perlu




FORM 36
SP2D

—

Kolom 1) NPDS'EH!:FC s i{,&u[}“
SURAT PERINTAH ANA
PROVINSI DKI JAKARTA it

MNomor dan ;I'anggal SPM e e ar 2) Dari : Kuasa BUD
SKPD/UKPD/PPKD ? S R FERA ) 3) Tahun ANGQaran ... 4)

Uang 8ebesar RP ...eeessnsresamsasssmmsnsascsnase (SDHEAG S ..cooveneecsmsseossemsnsssrsens )} 6)

haads i A
Kepada e R A SR N RS DD AR i A AT o
NPWP S o e B S T LNt R s S PO B PN .
Nama Bank dan Nomor Rekening  eaeshtiedesch e AN RN RN AR SRR SRS AR LRSS b
Keperluan untuk e e o ot P S SESbAASS o4 S s NN S SRRV £ PSR
o ’ KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
T 2 3 ;
11) 12) _ 13) 14)

Potongan-potongan :
No Uraian (No. Rekening) Jumiah (Rp) Keterangan

1 luran Wajib Pegawai Negeri 15)
2___|Tabungan Perumahan Pegawai 16)
Jumlah

Informasi

No Uraian Jumiah (Rp) Keterangan
1 PPN 18)
2 PPh 18)
L N e e e s 19)
Jumlah

SP2D yang dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp
Jumlah Potongan Rp
Jumiah yang dibayarkan Rp

Uang Sejumlah :...........

vevenssnsnssesssary VANGGAL orenins
Lembar1 : Bank yang ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggasan/PPKD
. Dl i - (tanda tangan)
Lembar4 : Pihak Ketiga/Penerima )

NIP

Cara pengislan;

Kolam 1)

1) Diisi dengan namor SP2D

2) Diisi dengan nomor dan tanggal SPM

3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD

4) Diisi dengan tahun anggaran

5) Diisi dengan nama bank-dan nomor rekening Kas Daerah

6) Diisi dengan jumlah rupiah SP2D yang diterbitkan

Kolom 2) _

7) Diisi dengan nama yang menerima SP2D (Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Penerima/Pihak Ketiga)
8) Diisi dengan nomor NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerima/Pihak Ketiga

9) Diisi dengan nama bank dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerima/Pihak Ketiga
10) Diisi dengan keperluan
Kolom 3)

11) Kolom 1 diisi dengan nomor urut
12l Kolom 2 dilsi dengan kode rekening pembebanan SP2D, dengan
il parihA il e Tl A, T

ketentuan sebagai berikut:
JikaiSR2 DR daniS P DG Ul anqderh tkanmakamambebanan nadaKod s rekening 1110103 0i(K s diBendaliaraiBanaeliaran)
Jika SP2D TU, LS Gaji dan Tunjangan/Tunjangan Kinerja Daerah, LS Barang dan Jasa serta LS Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan
Keuangan/Belanja Tidak Terduga/Pengeluaran Pembiayaan yang diterbitkan maka pembebanan pada rekening belanja /pengeluaran
pembiayaan berkenaan

i

my.ﬁjlﬂﬂ REn: h’.‘ J:bgrkenaan; L=
13) Kolom 3 diisi dengan uraian kode rekening pembebanan

14) Kolom 4 diisi dengan jurnlah rupiah pembebanan SP2D
19) Diisi dengan jumlah potongan luran Wajib Pegawai Negeri Khusus untuk LS-Gaji dan Tunjangan
16) Diisl dengan jumlah potongan Tabungan Perumahan Khusus untuk LS-Gajl dan Tunjangan

17) Diisi dengan jumlah potongan lainnya Khusus untuk LS-Gaji dan Tunjangan

18) Diisi dengan jumlah Pajak (PPN, PPh dll.) khusus pada SPM LS

19) Diisi dengan jumlah potongan lainnya misalnya potongan uang muka kerja kusus pada LS-Barang dan Jasa



REGISTER SPM/SPID KUASA BEND

REGISTER SPM/SP2D - KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

RA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 37

st SPu 820 Uraian Keterangan
N, UP/GUITUILS No. & Tgl. Jumlah (Rp) No. & Tgl. Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
.................. tanggal .o

Kuasa Bendahara Umum Daerah

{tanda tangan)

n n
NIP

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisl dengan jenis SPM/SP2D

Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal SPM

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPM

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal SP2D

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah SP2D

Kolom 7 dilsi dengan uraian SPM/SP2D

Kolom 8 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu SPM/SP2D




FORM 38
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN 8P2D

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

, | ;W
Kepada Yth,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/PPKD *)
S o e

...............................................................

Nomor
Lampiran

Perihal Pengembalian SFM

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan

Uang/Langsung (SPM-UP/GLJ /TU/LS) *) Saudara Nomor : ............... TONIIA) cxsmemmmmsemrmei b onrtons
C‘\ Dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :
1,
2.
3.

...................................................................................................................................................................

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Bendahara Umum Daerah

C (tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

* Coret yang tidék periu



REGISTER SURAT PEN

N PENERBITAN SP2D

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

FORM 39

Jumlah
No. Urut Tar;lgcg;iocrian Nomor SPM Uraian (Rp) Keterangan
UPIGUITU *) LS
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
cerasnannreny ENGQEL .......
uasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

*) Coret yang tidak pariu

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomar surat penolakan penerbitan SP2D

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak
Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D
Kolem 6 diisi dengan jumlah SPM-LS yang ditolak penerbitan SP2D

Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan



)

FORMAT NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 40

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor:
BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU *)
SKPDJUKPD : ..uuemsmisissansnsssnnsns
Supaya mencairkan dana kepada:
1. Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan
2. Program : TP D LT PR
3. Kegiatan b eainisupuisaanarnsssossrsranrRRSLORSY
5. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD/UKPD  : c.cccvcvmsussssssssssesesssnsnsenases
6. Tahun Anggaran : AT p—
7. Jumlah Dana Yang Diminta 2R i devisin
CTErDIANG: siasisiiinssisssissnivsisiiassssisinn)
Fembebanan pada kode rekening:
No. Kode Uraian Anggaran Akumulasi Pencairan Sisa
Urut | Rekening Pencairan Saat inl
Sebelumnya
JUMLAH
Potongan-potongan:
PPN ROy ssssisiscsvisiainne
PPh-Pasal 21/22/23/4 ayat (2) RPs soiseernsnasmessnss
Jumlah yang diminta N 4« PR
Potongan J < PR
Jumlah yang dibayarkan v RO o
(Terbilang: . T T r—
................... . tanggal ...........
Kepala SKPD/UKPD, PPTK
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP, NIP.




SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TU

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SUPAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TAMBAH/N UANG

NOMO: 1)....0iceecenrreannnneene TEAMUN 2).0sns

Kepada Yth.
kepala UPPK/Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah ’

Di Tempat

FORM 41

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendesakftidak dapat ditunda, dengan ini kami mengajukan

permohonan perpanjangan waktu tambahan uang persediaan (TU) dengan rincian sebagai berikut :

a  SKPD/UKPD/PPKD ” TP TR |
b Jumlah TU yang Diminta CRE ciansvisivsvaiissiais 5
(terbilang: B O U R D B e v |
¢ Untuk Keperluan ‘Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Rincian Keperluan 5)

Kode dan Nama : Uraian Nama
: : umia
i Kegiatan el Reksasy] Kode Rekening ! 0
-1 2 3 4 5
T
2.
dst
d Alasan Pengajuan SPP-TU e ),
e  Waktu Perpanjangan TP PIDR LIy 1)
"""" PAKPAPRKD
(tanda tangan)
(nama lenakap)

*) Coret yang tidak perlu

Cara pengisian:
1) Diisi dengan nomor Surat Permchonan TU
2) Diisi dengan tahun anggaran
3) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/PPKD
4) Diisi dengan jumlah rupiah Permohonan TU
5) Kolom 'l dilsi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Kode dan Nama Kegiatan
Kolom 3 dilsl dengan Kode rekening
Kolom 4 diisi dengan uraian nama kode rekening
Kolom § diisi dengan jumlah rupiah
6) Diisi dengan alasan pengajuan permohonan TU
7) Diisi dengan waktu perpanjangan TU



FORM 42

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN WAKTU TU

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BPKD
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU TU *)

i
Kepada Yth.
PAJKPA
SKPD/UKPD/PPKD *)

di-

i [ ]117) F—
Lampiran
Perihal : n/Penolaka n tu TU *

Berdasarkan hasil telaahan atas permohonan Perpanjangan Waktu TU Saudara Nomor.... Tanggal....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami setuju untuk mamberilflcan perpan,iangan Wakitu TU sejumiah Rp. ...
(terbilang .....) selama ...... . bulan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-

C: undangan. Rincian persetujuan TU terlampir 1) .
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menolak untuk memberikan perpanjangan 'waktu TU karena tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
SRR . 11+ + | [

Kepala UPPK/Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
1) digunakan apabila menerbitkan surat persetujuan perpanjangan waktu TU
2) digunakan apabila menolak persetujuan perpanjangan waktu TU
*) Coret yang tidak periu
Lampiran Persetujuan TU
Kode dan Nama Kode Uraian Nama
o Kegiatan Rekening Kode Rekening JoT
1 2 3 4 5
1. i
2
dst




REGISTER PENERIMAAN SPJ

FORM 43

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SKPD/UKPD/PPKD *) .cccvuensesnnnne

REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
Nomor Urut Tanggal Uraian Jum(l;I'F:JSPJ Keterangan
A 2 3 4 5
Jumiah
Mengetahui, veennnvanneny t@NGGAl L.
PA/KPA/PPKD *)
PPK-SKPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) {nama lengkap)
NIP NIP
* Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ
Kolom 3 diisi dengan uiaian SPJ yang diserahkan

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan

Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan



FORM 44

REGISTER PENGESAHAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SKPD/UKPD/PPKD *) ....
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWAEBAN

PENGELUARAN (SPJ)
Nomor Urut Tanggal Uralan Jun}!;l;:lspd Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Mengetahui, ROSPUMIIRNEUNS 1<y ¢ [« - | [NERRE
PA/KPA/PPKD *) .
(“ PPK-SKPD/UKPD/PPKD *)
=
(tanda tangan) (tanda tangan)
{nama lenakap) (nama lengkap)
NIP NIP

* Coret yang tidak periu

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ

Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan
Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperiukan



SURAT PENOLAKAN 8pJ

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPDIUKPD/PPKD *) vevveveeenenenns

SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

srrinian

SesmamAER R RaR e Em

Kepada Yth.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Sl “PD/PPKD ™)
di- .....................................
NOIIOT & casvnaiasivanmsawinsss
Lamplran  ©.ccoovieecrrrennennens
Perihal : Penolakan SPJ
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada period .............. tanggal ... bulan
EPRRARERESRUEL 1 11|, [P snnneesseeens, dit@mukan kesalahan sebagai berikut :
1.
e e e | e el AT e )
3. .. s
4, ..

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp.....................pada tanggal ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., tanggal ..........
PA/KPA/PPKD *)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

*) Coret yang tidak periu

~ FORM 4¢

. bulan

rreres DULIN



FORM 46

REGISTER SURAT PENOLAKAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
Halaman: ..........coveons
Nomor Urut | Tanggai & Nomor Uraian Jun*u(i;i;)SPJ Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
cssessanense; 2ANGAGAl voiniine SRR - |4 [« (2 - | E———
PA/KPA/PPKD *) :
PPK-SIXPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) :
NIP (nama lengkap)
NIP

* Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomeor urut

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ
Kolom 3 diisi dengan uraian penclakan SPJ

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak

Kolom § diisi dengan penjelasan yang diperlukan

jKoIom tanda tangan ditandatangani oleh PPK-SKPD/UKPD/PPKD dan PA/KPA/PPKD disertai nama
elas*



REGIS NUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas

Tanggal Penutupan Kas yang lalu

Jumlah transaksi s/d bulan

Jumlah Penerimaan s/d tanggal ......ccvnnin
Jumilah Pengeluaran s/d tangal

Saldo Buku

Saldo Kas
terdir atas *

1. Uang Kertas
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pacahan
Pecahan

2. Uang Logam ;
Pecahan

Pecahan
Pacahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

38888478

g8

Rp
Rp
Rp
Rp

100.000
50.000
20.00C
10,000

5.000
1.000
500

1.000
500
200
100

50
25

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

REGISTER PENUTUPAN KAS

...................

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan

ordonsi SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank,

materai, dan sebagainya ..........coneciiiisniaiienas

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif ;

PA/KPA/PPKD

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran *)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP

=) Coret yang tidak perlu

Calatan :

i

non

lembar
lembar
lambar
lembar
lembar
lembar
lembar

keping
keping
keping
keping
keping
keping

JUMLAH

Perbedaan PositifiNegatif

2 & &3

2388 E

8%

283883

&

g

FORM 47

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Penarimaan Pembantu/Bendahara

Pengeluaran Pembantu *)

(tanda tangan)

NIP

Dalam hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas atas Bendahara Penerimaan/Bendahara Pen
‘ geluaran, maka letak tanda
tangan PA/KPAJPPKD disebelah kirl dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran disebelah Kanan,

Dalam hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas atas Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran
Pemibanty, maka letak tanda tangan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantuw/Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PA/KPA/PPKD disertai nama jelas*



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

FJImavi 490

(SPJ BELANJA)
SKPD/UKPD/SKPKD ? -
PA/KPA/PPKD *) 5
Bendahara Pengeluaran/Bendahra Pengeluaran -9
Pembantu SKPD/UKPD/PPK *)
Tahun Anggaran i
Bulan 2
T (dalam rupiah)
SPJ - LS Gaiji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - LS UP/GU/TU
Kode Jumlah SPJ (LS+UP/GUITU) | Sisa Pagu
® | Uraian Jumlah Anggaran s.d Bulan | s.d Bulan|s.d Bulan —|'s.d Bulan | s.d Bulan —[s.d Bulan ; 9
Rekening lalu Bulan ini ini lalu Bulan ini inl lalu Bulan ini ini 5.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 3 9 (7+8) 10 11 |12 (10+11 13 (6+9+12) 14 (3-13)
JUMLAH
|Penerimaan :
“SP2D0 |
- Potongan Pajak
a. PPN |
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain
" Jumlah Penerimaan




SPJ - LS Gaiji SPJ - LS Barang & Jasa SHJ - LD UFiuu v :
Kode Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) | Sisa Pagu
. Uraian Jumlah Anggaran s.d Bulan s.d Bulan| s.d Bulan .. | 5.d Bulan|s.d Bulan . . | 5.d Bulan
Rekening lalu Bulan ini ini lalu Bulan ini ini lalu Bulan ini ini s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 g (7+8) 10 11 12 (10+11 13 (6+9+12) 14 (3-13)
Pengeluaran :
- SPJ (LS + UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a, PPN |
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
. e e .langgal...........
PA/KPAJPPKD, *) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan)
(tanda tangan)
{nama lengkap) {nama lengkap)

*) coret yang tidak perru

Caraa Pengisian:

1} Diisi dengan nama SKPD/UKPD/SKPKD
2) Driisi dengan nama PA/KPAIPPKD

3) Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Fengeluaran’ pembantu SKDP/UKPD/PPKD
4) Dyiisi ¢engan tahun anggaran

5) Dyiisi dengan nama bulan pertanggungjawaban

Kolom 1 diisi dengan kode program, kegiatan dan rekening

Koloym 2 diisi dengan uraian nama programi, kegiatan dan kode rekening
Kolem 3 diis! dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kode rekening
Koleom 4 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gajl dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Caerah s.d. Bulan lalu
Koleam 5 dilsi dengan jumlah SPJ alas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serla Tunjangan Kinerja Daerah Bulan ini
Koleom 6 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan inl
Koleom 7 dilsl dengan jumlah SPJ atas realisasl LS Barang & Jasa sera LS Lalnnya 5.d. Bulan lalu
Kol<om 8 diisl dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barana & Jasa serfa LS Lainnya Bulan ini

Kol ©om 9 diisi dengan jumiah SPJ alas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lalnnya s.d. Bulan ini

Kol ©om 10 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasl UP/GU/TU s.d. Bulan lalu

Kol om 11 diisl dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GUITU Bulan ini

Kok om 12 dilsl dengan jumlah SPJ atas reafisasi UP/GU/TU s.d. Bulan ini

Kol om 13 diisi dengan jumlah SPJ alas realisasi LS Gaji, LS Barang dan Jasa serta UP/GU/TU s.d. Bulan ini
KoWom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran

U




LAPORAN SP.J BELANJA-ADMINISTRATIF

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

(SPJ BELANJA-ADMINISTRATIF)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

LR AN | e (v

SKPD/UKPD/SKPKD ? :"
PA/KPAJ/PPKD *) 2
Bendahara Pengeluaran/Bendahra Pengeluaran 3
Pembantu SKPD/UKPD/PPK *)
Tahun Anggaran A
Bulan A
SPJ- LS Gaji SPJ-1SB ZJ SPJ - LS UP/GU/TU o mpiah).[
Kode : =220 -2 Trang = 283 - Jumlah SPJ (LS+UP/GUITU) | Sisa Pagu
Rekening| Uréian Reisiohnggensn 180 BN oo g | 0 BUMB £ B g 1 o [ 810 Blen ad B iy o 50 Ecien s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6(4+5) | 7 8 9(7+8) | 10 11 {2 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
JUMLAH
Penerimaan ;
-SP20 |
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh23 .
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain

Jumlah Penerimaan




SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - LS UP/GU/TU
Kode + Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) | Sisa Pagu
: Uraian Jumlah Anggaran s.d Bulan s.d Bulan|s.d Bulan ; s.d Bulan|s.d Bulan s.d Bulan ;
Rekening faly Bulan ini ini laly Bulan ini ini lalu Bulan ini ini s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 -] 9 (7+8) 10 11 |12 (10+11] 13 (6+9+12) 14 (3-13)
Pengeluaran :
- SPJ (LS + UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
i el ..
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
(tanda tangan)
*) Coret yang tidak perlu (nama lenqkap)
NIP

Cara Pengisian:
1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/SKPKD
2) Diisi dengan nama PA/KPA/PPKD

3) Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu SKDP/UKPD/PPKD
4) Diisi dengan tahun anggaran

5) Diisi dengan nama bulan perlanggungjawaban

Kolom 1 diisi dengan kode program, kegiatan dan rekening
Kolom 2 diisi dengan uraian nama program, kegiatan dan kode rekening
Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kode rekening
“olom 4 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan lalu
Kolom 5 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kirerja Daerah Bulan ini

Ko lom 6 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan ini
Ko 1om 7 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya s.d. Bulan lalu
Ko lom 8 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya Bulan ini

Ko lom 9 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya s.d. Bulan ini

Ko 1om 10 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU s.d. Bulan lalu
Ko lom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU Bulan ini
Ke»lom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU s.d. Bulan ini

U.




Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaiji, LS Barang dan Jasa serta UP/GU/TU s.d. Bulan ini
Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

7 (SPJ BELANJA-FUNGSIONAL)
SKPD/UKPD/SKPKD ? )
PA/KPA/PPKD *) o
Bendahara Pengeluaran/Bendahra Pengeluaran ¥
Pembantu SKPD/UKPD/PPK *)
Tahun Anggaran :“'
Bulan 5
| SPJ-LSB &J SPJ - LS UP/GU/TU (daian spiah)
Kode = 2Ny - 254 - Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) | Sisa Pagu
Rekening Uriiaa RipilatAnggecan : 1 BL s.dI::ian Bulan ini sd i?u ;‘la" s‘dlzﬂia" Bulan ini ad ii?lan s.d Bulaii ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 |12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
JUMLAH
Penerimaan :
-SP2D |
- Potongan Pajak
a. PPN |
b. PPh-21
c. PPh-22 s
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan



— alFd - LD aaj Ord = L Dalaiiy x vasa s s s s
Kode ) Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) | Sisa Pagu
: Uraian Jumiah Anggaran s.d Bulan . . | 5.d Bulan | s.d Bulan . . |s.d Bulan|s.d Bulan .| .dBulan 7
Rekening lalu Bulan ini ini talu Bulan ini ini lalu Bulan ini ini s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
Pengeluaran :
- SPJ (LS + UP/GUITU)
- Penyetoran Pajak
a.PPN |
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
e. PPh Pasal 4 ayat (2)
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
I
Saldo Kas
T T e ,tanggal ...........
PAIKPA/PPKD, *) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD/PPKD *)
{tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap) NIP
*) coret yang tidak perrlu

Cara Pengisian:

1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD/SKPKD

2) Diisi dengan nama PA/KPA/PPKD -~

3) Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu SKDP/UKPD/PPKD
4) Diisi dengan tahun anggaran

5) Diisi dengan nama bulan pertanggungjawaban

Kolom 1 diisi dengan kode program, kegiatan dan rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian nama program, kegiatan dan kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran program, kegiatan dan kode rekening
Kolom 4 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah Bulan ini
Kolom 6 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Kinerja Daerah s.d. Bulan ini
Kolom 7 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya s.d. Bulan lalu

Kolom 8 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya Bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi LS Barang & Jasa serta LS Lainnya s.d. Bulan ini

Kol.om 10 dilsi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU s.d. Bulan lalu

Kol om 11 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU Bulan ini

Kol om 12 diisi dengan jumlah SPJ atas realisasi UP/GU/TU s.d. Bulan ini

Kol om 13 diisi dengan jumliah SPJ atas realisasi LS Gaji, LS Barang chasa serta UP/GU/TU s.d. Bulan ini

Kok om 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran




C

BERITA A PEMERIKSAAN KAS

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hariini ....... Tanggal ........yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap T e e
Jabatan R

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap
Jabatan

berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor ....... Tanggal .......... Ditugaskan mengurus uang

FORM 51

Tahun .......

berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-Lukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan

sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas = Rp

b. Uang logam = Rp

¢. SP2D dan alat pembayaran lainya yang =Rp

belum dicairkan

d. Saldo Bank = Rp

e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp
Jumlah =Rp

Saldo uang menurut Buku Kas Umum,

Register dan lain sebagainya berjumiah = Rp

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan

Saldo buku =Rp

Penjelasan perbedaan positif/negatif

LT R R T

yang diperiksa, eovrvesvanesy TANGGAL viasinres

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara
Pengeluaran Pembantu *)

Bendahara Penerimaan/ Bandahara Pengeluaran *)

(tanda tangan)
(tanda tangan)
{nama lengkap)
(nama lengkap) NIP
NIP

Catatan :

Dalam hal pemeriksaan kas dilakukan terhadap Bendahara Penerimaan/Bendahara Pangaluarah. maka lctak tanda tangan PA/KPA/PPKD

disebelah Kanan dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran disebelah Kiri,

Dalam hal pemeriksaan kas dilakukan terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka letak tanda tangan

Bendahara disebelah Kanan dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu disebelah Kiri Peneriman/Bsndahara

Pengeluaran

*) Coret yang tidak periu



FORM 52

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPJ-FUNGSIONAL

NOMOR BUKTI ..
a) SKPD/UKPFD
b) Bendahara Penge!uaran!ﬂendahara Pengeiuamn Pemhanm ']
c) Bulan SPJ
d) Keterangan
e)  Tanggal diterima SPJ
Pelaksana
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Lembar Asli : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu *)
Salinan 1 : Arslp
*) Coret yang tidak periu



FORM 1

SURAT PENOLAKAN SPJ
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPDIPPKD *) +..cvcvrnenssens
SURAT PENOLAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Kepada Yth. .
Bendahara Penerimaan
SKPD/UKPD/PPKD )
e
NOTHOE  covernmensmsmmnnnessvass
Lamplan:  $csnanueines
Perihal : Penolakan SPJ
C o
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada period ... 1anggal ......c........ bulan
wreenlBAUN s seen, DifEMUKaN kesalahan sebagal berikut :
Tazi
2. s
3.
4. ..
Sanubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp.... pada tanggal ............... bulan
RO 1 [11) O (bulan SF'J) tidak dapat disahkan untuk dicatat sebagai saldo tanggal sssirsasmasssiscscs DUEHN
tahun

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

vy tANGEGAL
Bendahara Penerimaan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP



FORM 2

SURAT PENGEAHAN SPJ

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SKPD/UKPDIPPKD *) «.ocvversannae

SURAT PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SRR |
Kepada Yth.
Bendahara Penerimaan
SKPD/UKPD/PPKD *)
st
NOTNGE 7 cosieiwevimsanriinsizues
Lampiran @ .cieiiiiieinnan
Perihal : Pengesahan SPJ
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada period ................ tanggal .......
bulan...... tahun ............, maka pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp............ccoevve. pada tanggal
............... bulan .................tahun .._.............(bulan SPJ) disyahkan dan akan digabung menjadi laporan

pertanggungjawaban Bendzhara Penerimaan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

............ , tanggal ..........
Bendahara Penerimaan

(tanda tangan)

(nama Izngkap)
NIP



FORM 1

FORM 2

Lampiran Il :  Peraturan Gubemnur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2013
Tanggal 20 Desember 2013

SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO



